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KATA PENGANTAR 
 

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pendidikan Anti Korupsi 
(Menciptakan Masa Depan Tanpa Korupsi)” telah selesai di susun dan 
berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih 
keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat 
terhadap pembahasan tentang  Pendidikan Anti Korupsi (Menciptakan 
Masa Depan Tanpa Korupsi). 

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya strategis dalam 
membentuk karakter bangsa yang berintegritas, jujur, dan bertanggung 
jawab. Melalui pendidikan ini, diharapkan tercipta kesadaran sejak dini 
akan bahaya korupsi serta pentingnya peran aktif setiap individu dalam 
mencegah dan memberantas tindakan koruptif di berbagai lapisan 
masyarakat. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya 
kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan 
senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari 
para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai 
bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di  
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 

September, 2025 
 
 

Tim Penulis 
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BAB 1 
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KORUPSI 
 

 

A. PENDAHULUAN  
Anti korupsi adalah sikap dan tindakan yang menentang serta 

melawan segala bentuk korupsi. Ini mencakup berbagai upaya, baik 
preventif maupun represif, untuk mencegah, memberantas, dan 
mengurangi tindak pidana korupsi di berbagai sektor. Antikorupsi terdiri 
dari kegiatan-kegiatan yang menentang atau menghambat korupsi. Sama 
seperti korupsi yang mempunyai banyak bentuk, upaya pemberantasan 
korupsi juga mempunyai cakupan dan strategi yang berbeda-
beda.[1] Terkadang ada perbedaan umum antara tindakan preventif dan 
reaktif. Dalam kerangka tersebut, otoritas investigasi dan upaya mereka 
untuk mengungkap praktik korupsi akan dianggap reaktif, sedangkan 
pendidikan mengenai dampak negatif korupsi, atau 
program kepatuhan internal perusahaan diklasifikasikan sebagai 
preventif(Kurniawan, 2022). 

Secara lebih rinci, anti korupsi dapat dipahami sebagai:  

• Tindakan Menentang: 
Melawan setiap bentuk penyalahgunaan wewenang atau jabatan 
untuk kepentingan pribadi atau pihak lain, yang merugikan negara 
atau masyarakat.  

• Pencegahan: 
Meliputi pendidikan antikorupsi, pembentukan budaya antikorupsi, 
penerapan kebijakan yang transparan dan akuntabel, serta penguatan 
sistem pengawasan.  

• Pemberantasan: 
Meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, 
pengungkapan kasus korupsi, dan pemulihan aset negara yang 
dikorupsi. (Miftakhudin, 2019) 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Antikorupsi#cite_note-:0-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan_terhadap_peraturan
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BAB 2 
DAMPAK KORUPSI PADA MASYARAKAT DAN NEGARA 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bab ini mendeskripsikan mengenai salah satu tindakan kriminal yang 

belum dapat teratasi hingga saat ini di Indonesia yaitu korupsi. Secara 
spesifik yang akan dibahas pada bab ini mengenai dampak korupsi 
terhadap masyarakat dan negara. Namun, terdapat pula pembahasan 
mengenai pengertian, bentuk dan penyebab korupsi. Korupsi telah 
dijabarkan dari berbagai  sumber  dan  juga  telah  dirincikan  mengenai  
jenis  perbuatan  yang  dapat  diberikan  sanksi  pidana  sebab  masuk  
dalam  kategori  korupsi.  Tanpa  disadari  munculnya  korupsi  ditengarai  
oleh  istiadat  bangsa  atau  budaya  ketimuran  yang  menganggap  wajar  
dan  lumrah  serta  tumbuh  di  masyarakat  sejak  dahulu  hingga  saat  ini 
(Ersyafdi & Ginting, 2024). Contoh  dari  istiadat/kebiasaan  tersebut  di 
antaranya  para  raja,  sultan  dan  petinggi adat menerima upeti serta 
memberikan hadiah kepada kerabat, saudara dan keluarga  di  acara  pesta  
ulang  tahun,  pernikahan  dan  kematian.  Perkembangan  kebiasaan  ini  
terjadi  secara  cepat  hingga  lingkungan  publik  yaitu  pegawai  atau  
pejabat.  Akhirnya  praktik  korupsi  telah  menjadi  hal  biasa  di  
masyarakat  bahkan  menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hingga 
saat ini, tindak pidana korupsi terbagi ke dalam 30 jenis. 

 

B. PENGERTIAN KORUPSI 
Segala hal mengenai korupsi di Indonesia diatur dalam Peraturan 

Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang 
kemudian diubah jadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan 
diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai 
Tindak Pidana Korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dikembangkan dari beberapa pasal 
yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut 
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BAB 3  
TEORI DAN KONSEP ANTI KORUPSI 
 

 

A. PENDAHULUAN 
1. Latar belakang pentingnya Kajian anti Korupsi 

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia 
pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus 
korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak 
lepas dari kekuasaan, birokrasi ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering 
dikaitkan dengan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah 
dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum lainnya. Selain 
mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan 
perekonomian, kebijakan Publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan 
sosial dan pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang 
terkait dengan Korupsi hingga organisasi Internasional, seperti PBB 
memiliki badan khusus yang memantau Korupsi dunia. Dasar dan landasan 
untuk memberantas dan menanggulangi korupsi adalah memahami 
pengertian korupsi itu sendiri.  

Korupsi merupakan persoalan multidimensi yang telah menjadi 
penyakit kronis dalam sistem pemerintahan, birokrasi, bahkan budaya di 
berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak dari praktik korupsi tidak 
hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat 
pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, merusak kepercayaan 
publik, dan menciptakan ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu, upaya 
pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang holistik, bukan 
hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari dimensi teori, konsep, 
dan pemahaman yang mendalam mengenai akar masalahnya. Oleh karena 
itu pembahasan korupsi di bab ini mengenai konsep dan teori-teori 
terjadinya korupsi dan teori dalam pencegahannya dalam berbagai 
pendekatan.  
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BAB 4 
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI  
DI SEKOLAH DASAR 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga 
harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dampak yang 
ditimbulkan dengan adanya tindak pidana korupsi sangat 
mengkhawatirkan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Tindak pidana 
korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan 
keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana 
korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya 
harus dilakukan secara luar biasa. 

Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu 
kerja berkelanjutan yang  melibatkan semua pihak. Ada tiga strategi 
pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK)  menyebutnya: Trisula Pemberantasan 
Korupsi.  Layaknya trisula yang memiliki tiga ujung tajam, Trisula 
Pemberantasan Korupsi memiliki tiga strategi utama, yaitu Penindakan, 
Pencegahan, dan Pendidikan.  Sula Penindakan menyasar peristiwa hukum 
yang secara aktual telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai 
undang-undang. Sula ini tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan 
denda bagi para pelaku korupsi, tapi juga memberikan efek jera bagi para 
korupsi dan masyarakat. Sementara Sula Pencegahan adalah perbaikan 
sistem untuk menutup celah-celah korupsi, dilengkapi oleh sosialisasi dan 
kampanye antikorupsi melalui Sula Pendidikan(aclc.kpk.go.id, 2022)  
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BAB 5  

PENDIDIKAN ANTI‑KORUPSI  
DI PERGURUAN TINGGI 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Korupsi, yang secara luas didefinisikan sebagai penyalahgunaan 

wewenang untuk kepentingan pribadi, masih menjadi penghambat besar 

pembangunan sosial‑ekonomi. Pendidikan anti korupsi memberikan 
pemahaman tentang betapa merusaknya korupsi bagi pembangunan 
suatu negara. Korupsi tidak hanya menghambat perekonomian dan 
menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga merusak sistem demokrasi, 
menciptakan kesenjangan sosial, dan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Laporan Corruption 
Perceptions Index 2024 menempatkan Indonesia pada skor 37/100 
(Transparency International, 2024). Problematika ini bukan monopoli 
birokrasi; sektor pendidikan tinggi ikut terdampak. Investigasi 
menunjukkan praktik penyuapan penerimaan mahasiswa, plagiarisme 

terstruktur, hingga mark‑up proyek infrastruktur kampus, terjadi di 
berbagai negara, termasuk Indonesia (Transparency International, 2013). 
Ironis, karena perguruan tinggi diidealkan sebagai penjaga rasionalitas 
ilmiah sekaligus laboratorium karakter. 

Pendidikan Anti‑Korupsi (PAK) di kampus dipandang strategis secara 
preventif dan transformatif. Preventif, karena mahasiswa yang sebentar 
lagi memasuki dunia profesional, perlu “imunisasi nilai” agar perilaku 
koruptif tidak mengakar (Al-Sabah, et al., 2025). Transformatif, karena 
internalisasi integritas menjadikan mereka agents of change yang berani 
menolak praktik tidak etis. Teori pembelajaran moral Kohlberg 
menegaskan bahwa perkembangan penalaran etis sangat dipengaruhi 
pengalaman konkret dan diskursus reflektif (Kohlberg, 1984). Kampus, 
dengan kultur diskusi dan praktik kolektif merupakan medium ideal. 
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BAB 6 
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LUAR SEKOLAH 
 

 

A. PENDAHULUAN   
Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia, bahkan dunia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan 
perekonomian negara, tetapi juga mengikis nilai-nilai moral, kepercayaan 
publik, dan tatanan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi 
menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan hanya sebagai alat untuk 
memberantas korupsi, tetapi juga untuk membangun budaya integritas 
yang kokoh. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung 
pada penegakan hukum; melainkan harus dimulai dari pembentukan 
karakter, terutama sejak usia dini, melalui pendidikan yang menyentuh 
semua lapisan masyarakat. 

Namun, pendidikan anti korupsi sering kali terfokus di ruang-ruang 
kelas formal. Padahal, nilai-nilai anti korupsi tidak hanya dapat, tetapi juga 
harus diajarkan di luar sekolah. Lingkungan keluarga, komunitas 
masyarakat, hingga media sosial memiliki peran strategis dalam 
memperluas cakupan pendidikan ini. Di sinilah pendekatan pendidikan 
anti korupsi di luar sekolah dapat menjadi salah satu solusi inovatif untuk 
membangun budaya antikorupsi secara lebih menyeluruh dan efektif. 
Melalui cara ini, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dapat 
ditanamkan secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai gambaran, data dari Transparency International menunjukkan 
bahwa Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) sebesar 34 
pada tahun 2023, yang masih jauh dari ideal. Ini menunjukkan bahwa 
upaya pemberantasan korupsi memerlukan penguatan pada semua lini, 
termasuk melalui pendidikan. Sementara itu, survei Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pemahaman 
masyarakat tentang bahaya korupsi masih terbatas, terutama di kalangan 
anak muda. Kondisi ini menjadi dasar pentingnya memperluas pendekatan 
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BAB 7 
KEBIJAKAN DAN REGULASI ANTI KORUPSI  
 

 

A. PENDAHULUAN  
Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena 

telah merambah seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara 
sistematis, sehingga menimbulkan stigma negatif bagi negara dan bangsa 
Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Korupsi juga telah 
menjadi extra ordinary crimes yang telah nyata menggerogoti dan 
membahayakan keuangan dan perekonomian negara Indonesia dan 
menghambat pembangunan Nasional. Korupsi Sebagai salah satu jenis 
kejahatan, korupsi memiliki karakteristik sendiri dibandingkan kejahatan 
jenis lainnya. Pelaku biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, 
ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan lain (Kristiana, 2018). 
Korupsi dengan berbagai bentuknya tersebut telah dan akan berdampak 
yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berbagai dampak 
tersebut adalah dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan, dampak 
birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap 
penegakan hukum, dampak terhadap Hankam, dan dampak kerusakan 
lingkungan (Sumaryati, dkk. 2019). Penulis pada pembahasan materi akan 
menjelaskan secara singkat pengertian kebijakan anti korupsi, tujuan 
kebijakan anti korupsi, dan regulasi anti korupsi. 

 

B. PENGERTIAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI 
Kebijakan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "policy" secara 

etimologis atau asal katanya jika ditinjau dari perspektif historis dapat 
dilihat dari pendapat Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan 
atau policy berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan bahasa Latin (Dunn, 
2003). Asal usul etimologis kata "policy” sama dengan dua kata penting 
lainnya yaitu “police" dan “politics”. Inilah salah satu alasan mengapa 
banyak bahasa modern, misalnya bahasa Jerman dan bahasa Rusia hanya 
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BAB 8 
PERAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu aspek yang sangat penting 

dalam upaya membangun masyarakat yang adil, transparan, dan 
berintegritas. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak 
fondasi demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, dan 
mengancam keadilan sosial. Untuk mengatasi masalah korupsi ini, 
diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif, disinilah pendidikan 
memiliki peran yang sangat vital dalam upaya untuk menghilangkan atau 
menghapus perbuatan korupsi. 

Dalam konteks pendidikan, peran guru dan tenaga pendidik menjadi 
kunci dalam menyampaikan nilai-nilai anti korupsi kepada generasi muda. 
Mereka bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen 
perubahan sosial yang membentuk karakter dan sikap siswa terhadap 
korupsi. Melalui kurikulum yang relevan, pembelajaran yang berbasis nilai, 
dan pengalaman praktis, guru dan tenaga pendidik dapat membantu siswa 
memahami dampak negatif korupsi serta pentingnya integritas dan 
kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Kurikulum pendidikan anti korupsi telah diakui secara internasional 
sebagai instrumen penting dalam membentuk sikap dan perilaku untuk 
menghindari korupsi sejak dini. Dalam hal ini, peran guru dan tenaga 
pendidik tidak hanya terbatas pada menyampaikan materi pelajaran, 
tetapi juga dalam membangun kesadaran, mengembangkan keterampilan 
kritis, dan mendorong tindakan nyata untuk melawan korupsi di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Guru dan tenaga pendidik memiliki keunggulan dalam menciptakan 
lingkungan belajar yang mendukung dan memfasilitasi diskusi terbuka 
tentang isu korupsi. Dengan menciptakan suasana akademik yang inklusif 
dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, guru dan tenaga pendidik 
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BAB 9 
PERANAN INTERNASIONAL  
DALAM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang demi 

keuntungan pribadi (UNESCO, 2019). Fenomena ini telah diakui secara luas 
sebagai salah satu tantangan utama yang menghambat stabilitas politik, 
memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan merusak tatanan sosial-
budaya di berbagai negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, 
dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan—salah 
satunya melalui pendidikan anti-korupsi. 

Pendidikan anti-korupsi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi, 
tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai integritas serta 
membentuk karakter yang berkomitmen pada kejujuran dan tanggung 
jawab sosial. Nilai-nilai ini penting untuk ditanamkan sejak dini agar 
tercipta budaya antikorupsi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam konteks global, peran aktor internasional menjadi sangat 
krusial. Melalui kerja sama lintas negara, baik yang bersifat formal 
maupun informal, terbuka ruang untuk saling bertukar informasi, 
pengalaman, dan sumber daya yang mendukung penguatan sistem 
pendidikan. Dukungan internasional terhadap pendidikan anti-korupsi 
dapat berupa kebijakan kolektif, program pelatihan lintas negara, serta 
pengembangan kurikulum baik di jalur pendidikan formal maupun non-
formal. 

Sejumlah organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 
Transparency International, dan Bank Dunia telah memainkan peran 
penting dalam membentuk kerangka kerja dan strategi pedagogis yang 
dapat diterapkan secara global, dengan tetap mempertimbangkan 
karakteristik lokal masing-masing negara. Sebagai contoh, Transparency 
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BAB 10 
MENGEMBANGKAN BUDAYA INTEGRITAS  
DI DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN 
 

A. PENDAHULUAN   
Berita mengenai korupsi yang mewarnai media massa nasional 

umumnya menciptakan kemarahan dan kegeraman pada sebagian 
masyarakat Indonesia. Salah satu kasus korupsi yang terbaru adalah kasus 
pengelolaan gaji petugas kebersihan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan 
Bendahara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Batubara, Sumatera Utara sejumlah  Rp 665 juta (Siregar, 
2025). 

Tidak cukup hanya itu, masyarakat juga membaca mengenai dugaan 
korupsi pengadaan laptop Chromebook yang dikaitkan dengan kebijakan 
Menteri Kebudayaan Nadiem Makarim pada masa kepemimpinannya 
(Ristiyanti, 2025), dan dugaan korupsi korupsi importasi gula kristal 
mentah (GKM) pada Oktober 2023 yang dituduhkan kepada Tom Lembong 
(Ni’am & Carina, 2025). Sejumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa 
pelakunya melibatkan unsur pejabat pemerintah, yang kasus-kasusnya 
terentang dari kasus yang dinilai murni pidana kasus korupsi, hingga kasus 
yang dinilai bernuansa politis.  

Sejumlah kasus tersebut menjadi titik awal untuk menunjukkan 
bagaimana problema korupsi bukan merupakan hal yang sulit ditemukan 
dalam media massa dan bahkan dalam dunia pendidikan di sekolah seperti 
terjadi di Depok, Jawa Barat. Disebutkan bahwa terjadi manipulasi nilai 
rapor pada 51 murid sepanjang lima semester yang terjadi di SMP Negeri 
19 Depok (Ramadhanty & Farisa, 2024; Ayu & Juliansyah, 2024). Yang 
menarik dari kasus ini adalah tidak diperoleh informasi mengenai 
kelanjutan dari kasus tersebut.  

Data yang disebutkan terkait dengan pengadaan laptop dan 
manipulasi nilai menunjukkan bahwa praktik terkait dengan isu korupsi 
merupakan isu yang melekat pada institusi pendidikan. Dalam konteks ini 
penting menggarisbawahi integritas terkait dengan korupsi menjadi krusial 
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BAB 11 
EVALUASI DAN MONITORING  
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 
 

 

A. PENDAHULUAN 
Pendidikan Anti Korupsi (PAK) bukan hanya soal memberikan 

pengetahuan kepada siswa atau mahasiswa, tetapi juga membangun 
mentalitas dan karakter kuat bagi generasi bangsa, dalam buku 
“Membedah Anatomi Korupsi” telah penulis paparkan fenomena korupsi 
di sejumlah negara, menyuguhkan rangkaian penelitian tentang tindak 
korupsi di Asia, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika(Z Hamson dan 
Makkah. HM, 2021). Indonesia masuk kategori negara dengan tingkat 
kerawanan korupsi tertinggi di dunia(“Sejarah Panjang Korupsi Di 
Indonesia Dan Upaya Pemberantasannya,” 2015). Dengan menanamkan 
nilai-nilai secara konsisten, kita dapat menciptakan masyarakat berkualitas, 
tidak hanya memahami pentingnya integritas, tetapi juga memiliki 
komitmen untuk mewujudkannya dalam setiap aspek kehidupan 
(Supriyanta, 2009). Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang 
dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak 
hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai 
moral, sosial, dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan 
anti-korupsi menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah dan 
memberantas perilaku koruptif(Rifai, 2018). 

 
a. Latar Belakang 

Pentingnya mempelajari Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dikarenakan 
membantu bangsa dan negara dalam menyiapkan generasi berkualitas, 
untuk memimpin bangsa dan negara, mengendalikan roda pemerintahan 
melalui: a) Memperkuat Kesadaran tentang Nilai-Nilai Kejujuran: 
Pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, 
tanggung jawab, dan keadilan sejak usia dini. Dengan memahami 
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